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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN

Menimbang

Mengingat

PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa pelayanan perizinan satuan pendidikan sangat penting
diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang
bertujuan mencerdasan anak bangsa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan cara pelayanan perizinan satuan
pendidikan anak usia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tata dini dan
pendidikan nonformal;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelayanan Perizinan Satuan pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal, perlu disesuaikan dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

7. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelayanan Perizinan Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PELAYANAN PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Satuan PNF, terdiri atas:
a. LKP;
b. Kelompok Belajar;
c. PKBM; dan

d. Satuan PNF sejenis.

(2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas:
a. rumah pintar;
b. balai belajar bersama,;
c. lembaga bimbingan belajar; dan
d. bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

PAUD terdiri atas:

a. TK;

b. KB;

c. taman penitipan anak; dan

d. Satuan PAUD bentuk lain yang sederajat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
dapat menyelenggarakan program:
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pelatihan kepemudaan;
c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. pendidikan keterampilan kerja;
e. bimbingan belajar; dan/atau
f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.



(2)

(4)

Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program:
a. pendidikan keaksaraan;
b. pendidikan kecakapan hidup;
c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. pengembangan budaya baca; dan/atau
e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
dapat menyelenggarakan program:
. PAUD;
. pendidikan keaksaraan;
pendidikan kesetaraan;
. pendidikan pemberdayaan perempuan;
pendidikan kecakapan hidup;
pendidikan kepemudaan;
pendidikan keterampilan kerja;
. pengembangan budaya baca; dan
PNF lain yang diperlukan masyarakat.
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Rumah pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a dapat menyelenggarakan program:

. PAUD;

. pendidikan keaksaraan;

pendidikan kesetaraan;

. pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan pemberdayaan perempuan;

peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau

PNF lain yang diperlukan masyarakat.
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Balai belajar bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menyelenggarakan program:

a. pendidikan kecakapan hidup;

b. pendidikan pemberdayaan perempuan;

c. pendidikan kepemudaan;

d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau

e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan program:

a. pendidikan kesetaraan;

b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13 secara teknis dilaksanakan oleh pengawas
dan penilik.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003




		2024-01-31T13:14:44+0700
	Jawa Tengah
	TEGUH PRAMONO
	I Agree to the document




